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PARTAI POLITIK DI IIIDOI{f,SIA
(KAJIAN Tf,ORITIK DATI PERKEMBANGAI{NYA PADA

PEMILU 1999)

OIeh: Sunarso. M.Si.
rFIS-IJNY)

Abstrak

Pengertian parlai politik menurut tnfung-undang Nomor 2
Tahun 1999, adolah setiap organisqsi yang dibentuk oleh warga
negara Republik lndonesia secaru sal<arela atas dasor perpmoon
kehendak untuk nempejuangkan baik kepntingan angotattya
maupun bangsa dan negara nelalui pemilihan atmtm. llerdasarlan
jtunlah partai yang ada dalam s7latu negatu dapat dibedakan tiga
jenis sislen keparlaian: yaitu sisleh W qi lunggal, sistem dto parlai
don sislen banyak pa ai. Pemilu 1999 Indonesia mengarnt! sistem
banyak portai.

Tujuan umum partai polilik adolah mewujudkan citaaita
tasional Bangsa lhdonesia sebagainana dimakvd dalan. Penbul<aan
WD 1915, yaitu nengenbangkan kzh&Ean demokrasi berfusarlan
Pancasila dengan menjunjung nhggi ]@daulatan rakyat dalan negara
kesatuan Reryblik Indonesia. Tujuan khusls partai polirik adolah
nenpe4uangkan cita-cita pam ahggotanya dolon kekdupan
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara

Angih segar relbrmasi telah melapangkan ruang geruk politik
yang berdanpak pada kebebasan takyat membenluk partai-parlai
polilik baru. Pemilu pertana setelah reforlnosi (1999) dtihtri 43
pa qi politik yang nemehuhi 

'yorol 
Empat di onrarafiya adolah

penain lama: PPP, Golkar, PDl-Pe4uahgan, dan pDI yang Fcah
setelah Kohggres PDI di Medon pada Juni 1996. Meski masih
diwanmi kecurangan di mana-maha, Pemilu 1999 dionggap sama
demokratisnya fungan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di
Indonesia-

Petrdahuluan

Pembetrtukatr partai politik pada dasamya merupakan salah satu
penc€rminan hak warga negara unhik berserika! berkumpul, dan
menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945. Melalui partai politik rakyat dapat mewujrdkan halcrla unnrk
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menlatakan pendapal tentatrg alah kehidupal berbargsa dan
b€mega.a. KeragaEan pendapat di dalan masyardkat akatr melahirkan
keinginan unnrk membentuk berbagai panai politik sesuai dengan
ragan peDdapat yatrg hidup. Deqan dqdkian pada hakikamya
negan tidak membatasi jumlah partai politik I'ang dibentuk oleh
raKyaI

Dalarn ke.agaman ini, setiap partai mempunyai kedudukan,
fungsi, hak dan kewajibal yang sama dan sederajat. Kedaulatal parrai
berada di tangan anggotany4 dan karena itu partai poljtik bersifat
mandiri dalam meogatur rumah tangga organisasinya. Dengan
demikian, pibak-pihak png berada di luar partai tidak dibenarkar
campur tangar dalam urusatr ruIl|ah tangga suatu partai politik.

Untuk mencapai sutu kehidupan berbangsa dan bernegara yang
sehrt yang dicita-citakat oleh para pendiri negara sebagaimana
dirumuskan dalam Penbukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap
partai politik dalam kehidupan bemegam melaksanakan secara
konsisten Pancasila s€bagai dasar negam (P€Djelasan UU No. 2 Tahun
1999). Dengan demikian, dinamika dernokasi di lndonesia mendapat
la.ndasan yang kokoh. Karena acuaD utalna partai politik (eiafi
disepakati maka setiE, partai politik dapat mempunlai asas atau ciri,
aspirasi, dan progrartr tersendiri yang tidak bedentangan dengan
Pa[casila. Aspimsi dan progam partai politik merupakan per$ujudan
dari asas dan ciri dalam upaya memecalkan permasalalnn bangsa.
Program ters€but diara.hkan utuk mewujudkan cita-cita nasional
bangsa lddonesia.

Sebagai salah satu lembaga demokasi, partai politik berfungsi
rnengembangkan kesadaian atas hak dan kewajiban politik rakyat,
menyalurkan kepeftingatr masyarakat dalam pembuatal kebijakan
negara, s€rta membina datr mempersiapkan anggota malarakat urtuk
mengisi jabatan-jabatan politik sesuai deng.n mekanisme demokrasi.
partai potitik juga merupakan sala-h satu wahana untuk menyatakan
dukungan datr tunhtan dalam proses politik. Semua ftngsi ini
diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan sec2ra
demokatis, jujur, dan adil dengan manggalakkan pemberian dan
pemungutan suaft| secam langsung umum, bebas, dan ralusia,
sebagaimana diamaoatkan dalam Tap. MPR Nomo. XIVMPR/IB8
tentalg Perubahan dan Tambahan atas TaD. MpR Nomor
II UMPR/ | 988 re0lang Pemilihan Umun.

Negara harus meujamil balwa setiap warga uegara mempun)"i
kes€mpatan yang sama unuk mempengaruhi kebijakan negara melalui
pami politik dan rerwujudnya asas demokrasi yaitu satu oralg satu



suara. MeDghgat pembentukan partai politik merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat, bukan p€rwujudan k€kuatan ekooomi, maka perlu
pgmbatasatr sumber keuaDgan partai politik tmtuk m€nc€gah
peryalahgunaan uang demr kepentingan politik. Kete6ukaan partai
politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga
negara untuk menilai dan memutuskal dukrngannya terhadap partai
politik tersebut (Penjelasan UU Nomor 2 Tahun I 999).

Pengertian Part i Polilik

Partai politik merupakan kelompok aqgota yang terorganisir
secanr lapi dan stabil yang dipersatukal dan dimoti!"si dengan
ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempenahanan
melalui pemilihan unum gtrln melaksamka[ altematif kebijakan
umum yang mereka susun (Ramlan Surbakti, 1992: 116). Pafiai
politik merupakatr suatu keharusan dalam politik modem yang
demokatis. Sebagai suaru orgarisasi politik secam ideal
dimaksudkan unnrk mengaktifl<an dan m€mobilisasi ralfat,
mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi
pendapat yang salhg bersaing se(a menyediakan sarana suksesi
kepemimpinan politik se(j,r" ligitinate dan dunai. Dalam pengertial
modern partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang
meDgajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh nk'"t
sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tfudakan-tindakan
pernerintah (lchlasul Anal, 1996: xv)

Carl Friedrich mendefinisikan panai politik sebagai kclompok
manusia )"-qg terorganisir sec€ra stabil dengal tujuan untuk merebut
atau mempertahankan kekuasaan bagi pemimpin partainya dan
berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan mataiil daa
idiil bagi para a-nggotarya. Soltau mendefinisikan partar politik
s€bagai kelompok warga rcgara yallg sedikit banyak terorganisasikan,
yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengal
memanlbatkan keleasaamya unn* memilih, bertujuan untuk
menguasai pernerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang
mereka br.rar (Mriam Budiardjo, 1988: 161).

Pengertiao partai politik menurut udang-undang Nomor 2
Tahun 1999, adalah setiap organisasi yallg dibentuk oleh warga negara
Republik Indonesia secan sukarela atas dasar persamaan kehetrdak
untuk mernperjuangkal baik kepentingatr anggotanya maupul bangg
dan negara melalui pemilihan umum. Kedaulatan partai politik berada
di taqan anggotanya. Setiap panai politik mempun]"i kedudukan,
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firngsi, hak dan ke$rajiban yang sana dan s€derajat Partai
politik borsifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasin).a
(L(J No. 2 Tahun I 999).

Asal-Usul Prrtai Politik

Panai politik berkernbang bersamaan dengar berkembangnya
proses-proses parlementer dan proses-proses p€miliha[ (Maurice
Duverger, 1984: 3). Panai-partai teGebut muncul sebagai komite
pemilihan yang mendapatkan duLrmgan bagi seorang kandidat dari
warga n€gara yang terkemuka dan metrgumpulkan dana yang
diperluar untuk kampanye pemilihan. Selanjutnya kelompok-
kelompok pa ementer berkembang dalam lembagalembaga legislatif,
yang mempersatukan wakil-wakil yarg mempunyai tujuan-rujuan
yang sama. Kerjasama di antara wakil-wakil tersebut pada puncak

kedudukan politik dengan sendidnya metrgarah pada usaha-usaha

unruk membentuk federasi dalam kornite-komite pemilihan dan

dengan cara demikian, partai politik yang pertama terbentuk Partai
politik telah diadopsi oleh rezim politik yang tidak mengenal
p€milihan unum maupun pademeq dan oleh rezim yang melancarkan
pemilihan s€mu, dengan menawarkan satu-satunya calon sebagai
calon untuk dipilih, atau hanya ada satu panai saja yallg menduduki
semua kursi dalam badan legislatif

Ramlan Surbaldi menjelaskatr asal-usul partai politik dengan
tiga teori. Pertama teori kelernbagaan yang nelihat ada huburgar
antara parlernen awal dan timbulnya partai politik Kedua, teori situasi
historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem
politik untuk mengatasi laisis yang ditimbulkan dengan perubahan
masyarakat secam luas. Ketiga, teori pemba.ogunan yang mellhat
partai politik sbagai Foduk Eodemisasi sosial ekonomi. Perbedaan
teori kedua dengan teori ketiga terletak pada proses pembentukannya.
T€ori kedua men)"takar! perubahan menimbulkatr krisis datr partai
politik dibentuk untuk mengatasi kisis, sedangkan teori ketiga
menyatakan bahwa perubahan-perubahan itulah yang melahirkan
kebutuhan adatrya partai politik.

Fudgsi Partai Politik

Roy C. Macridis mengemukakan fungsi partai politik meliputi:
1) fungsi perwakilan atau representasi yang meliputi (konversi dan
agregasi), 2) fungsi integnsi neliputi (partisipasi, sosialisasi, dan
mobilisasi), 3) fungsi persMsi, 4) furgsi represi, 5) fiDgsi rekruitmen



neliputi (pemilihan pemimpin dan perrgangkatan tenaga baru), 6)
fi.mgsi perumusan kobijakan, dan 7) f,[gsi kontrol pada pemerintal
(lct asul Amal, 1996: 25).

Fungsi rcpresentasi adalah eksFesi dan artikulasi kepe ingan
melalui partai. Kadang-kadang fungsl representasi lebih sering
ditampilkan dari pada filngsi perantara, partai merupakan ekspresi
kepentingan tqtentu, kelas tertentu , kelornpok sosial tertentu. Dalam
pengertian ini fungsi utama panai adalah membenkan sarana politik
largsullg kepada kepenfigan politik yang diwakilinya. Fugsi
perantam akan muncul apabila berbagai kepentingan dan pendapat
m€mputr]ar alasan yaIlg sama untuk bergabug pada suatu partai.
Konversi dan agregasi merupakan varian dari representasi dan
perantara Dengan konversi kita mengerti transforma$ dan apa yang
disebut bahan-bahan mentah politik yaitu kepeffhgan dan tuntutan
m€njadi kebtaksanaan dan keputusan. Pelaksanaan fungsi yang
beftasil akan terganhmg pada keseimbangatr )ang tepat antara bahan
yang dimasukkan dall yallg dikeluarkal

Partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi mempakan beberapa
variatr dari keseluruhan fiugsi yatg esensial, yaitu integasi. Sosialisasi
adalah proses, di mana kumpulan norma-nonna sistem politik
ditularkan kepada onug-orarg yang l€bih muda. Mobilisasi adalah
variasi ekstiem dari sosialisasi, partai berusaha memasukkan secara
cepat s€junlah besar orang ]ang sebeluDn)a benda diluar ssem
tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu menahu, tidak
tertarik, atau takut. ke dalarn sistem itu tmtuk menanamkal
kepenringan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berdiri
draftara mobilisasi dan sosialisasi yang beiarti bahwa melaliri partai
pada semua sistem, dan medrum, eksFesi kepentiDgan dan partisipasi
dalarn pemilihan pemn pin dan kebijaksanaan, t€rbuka untuk semua
pihak. Dengan bobilisasi, partai membettuk ikatan-ikatan rasional
dan efektif antara indvidu dsngan sistem politik serta mengubah
individu metrjadi seonng warga negarat sefia mengubah sistem politik
menjadi p€merintahan yang responsif

Persuasi adalah kegiatan part4i politik yang dikaitlan dengan
pembangman serta pengajual usul-usul kebijaksanaan agar
mempe.oleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatal
tersebut. Pengertial replesi adalah partai melalui pemeintah maupun
secara langlung mengenakan sangsi baik kepada anggota maupun
bukan anggot4 serta berusaha menuntut ketaatan dall loyalltas serta
menghukum pihak p€mbangkatrg. Parlai politik yatrg berusaha unbk
mengintegrasikan darl mernobilisasi pada umumDya bersifat represif.
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Tetapr kita harus ingat bahwa ada suatu dialektika yang dapat

mengubah mobilisasi menjadi partisipasi, dan represi menjadi
persu:Isl

Rekrutmen drgunakan dalam p€ngertian yang seluas mrmgkin
untuk menuniukkan latihan dan peniagar untuk kepemimpinan
Fungsi panai yang lain adalah mernbuat penimbangan dan perumusar
kebijaksanaan serta kontrol terhadap pemerintah. Dalarn sistem dua
atau multi partai, secara potensial ada kesempatan lebih besar untuk
kompen$ dan diskusi antar partai. Fungsi kontrol terhadap
pemerintah meliputi fiDgsi leglslasi atau pembuatan undang-rndang,
maupun fungsi unnrk mengangkat dan menilih pemimpin eksekutif.

Tipe-tip€ Partai Politik

Berdasarkan tingkat komihnen panai terhadap ideologi dan

kepentingan dapat dibedakan sebagai berikut:
l- Partai kader

KeangSotaan partai ini berasal dari kelas menengah ke atas.

Akibatnya ldeologl yang dianut partai ini adalah konservatisme
ekstnm atau maksimal refomls mederat. Pa(ai kader tidak
memerlulan orgarusasi besitr yang dapat memobilisast massa-

Dengan demikian dalam pengertian mi partal kader lebih sebagai
s'Jatu kelolnpok informal daripada sebagai organisasi yang
didasarkan pada disiplin.

2 Parta Massa
Partai massa dibentuk dl luar hngl:ungan parlemen. berorientasi
pada basis pendukuDg yang luas misalnya, burulL petani,
keiompok agama, se(a memilik ideologi yang cukup jelas untuk
memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi secara mpi
mtuk mencapai tujuan-tujuan ideolginya Tujuan utama panai lni
adalah hdak hanya memperoleh kemenangan dalam panilihar,
tetapi juga nemberikan pendidikan politik bagi para anggotanya
dalaln rangka mernbentuk elit yang langsung direkrut dari massa
Jadi latar belakang munculnya partai massa amat bertolak
belakang dengan kemunculan partai kader

3. Panar Dikatonal
Merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi
yang lebrh kaku dan radikal. Pemlmpm terhngg partai ini
melal-ukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan
maupun anggota partai. Rekrufnen keanggotaan partai diktatorial
dilakukan secara lebih selektif dariDada Dartai massa Untuk

_i
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diterima sebagai aqgota partai ini sesecl'ang harus lebih dahulu
diuji kesetiaan dall komitmennya terhadap ideologi panai Panai
diktatorial menuntut pengabdian secara toal setiap allggotanya-

4, Putaicatch All
Partai i merupakan gabungan dan partai kader dan partai massa.

Catch-All dapat diartikan 'lempat menampurg kelompok-
kelompok sosial seban'"k mungkin untuk dijadikan anggotanya".
Tujuzn ulnum partai ini adalah memenal8kan p€mrhhan dengan
cara menawarkan program-program dan keunnmgan bagi pam
anggotanya sebagar pengganti ideologi yang kaku Dengan
demikian, aktivitas partai ini eml berkaitan deogan kelompok
kepentingar dan kelornpok penekan (lcblasul Amal, 1996: xvi-
xvii).

Berdasarkan asas dan onentasinya, partai politik diklasifkasikan
menjadi tiga tipe, yaakni:
L Partai hagmatis

Partai ini rnemiliki program dan kegiata! 
'€ng 

tak terikat kal*:u
pada suatu doktrifl dan ideologi tertentu. Artiny4 perubahan
waltu, situasi dan kepemimpimn akan juga merubah prograrn,
kegiatan datr penampilan partai politik teBebut. Penampilan partai
politik pragmatis cenderung merupakan c€rminan dari program-
program yatrg disusun oleh pemimpin utamanya. Partai ini
biasnya orga sasin)€ agak longgar.

2. Partai Dohiner
Partai dolt iner memiliki sejumlah prognm dan kegiatan konlait
sebagai perjabaran ideologi ldeologi yang dmaksud.adalah
seperangkat dlai politik yang dirumuskan secara konkit daIl
sistematis .dalam bentuk program-program kegiatan yang
pelal$anaannya diawasi secara ketat oleh pengurus partar

3. Partai Kepetrtingan
Adalah partai politik 

'ang 
dib€ntuk dan dikelola atas dasar

kepentingan tertentu (Ran an Sulbakti, 192: 121)

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, parhi politik
dapat digolongkar menjadi dua tipe, yaitu:
l. Partai Massa

Tipe partai ini mengandalkan kekuatan pada keunggulan junlah
anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya
serta mengembangkan diri sebaCai pelindung bagi bert agai
kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umuol dapat
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dengan rnudah dimenangkan, datr kesatuaD nasi@al dapat
dipelihara, masyarakat dapar dimobilisasi untuk mendukug dan
melaksanakan kebijakan tert€ntu.

2. Partai Kader
Partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas aDggota,

ketaatan orgadsasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan
utama. Seleksi keanggotaan dalan partai kader biasanya sangat
ketat, yaitu melalui kaderisasi }?ng berjenjaflg dan iotensif, serta
penegakar disiplin parai yang konsisten dan tanpa pandatrg bulu,
strutur organisasi partai ini sangat hirarkhis sehingga jalur
perintah dan tanggug jawab sangat jeas. Karena sifalllF yatrg

demikian partai kader acapkali disebut sebagai partai yang sangat

ehtis (Ramlan Surbaki, 1992: 122).

Berdasarkan basis sosialny  partai politik dbagi menjadi empat
tipe, yaitu:
I Partai politik ]'arg beranggotakan lapisan-lapisal sosial dalam

masyarakat, seperti kelas atas, k€las menengah dan kelas bawah-

2. Partai politik yang anggotanla be.asal dad kalangatr kelompok
kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan p€nguasa.

3. Paratai politik yang anggotanya berasal dari perneluk agama

t€rtentu seperti Isam, Katolik, Prot€stan, dall Hindu
4. Partai politik yang anggot4-anggotanya bensal dari kelompok

budaya tertentu seperti suku bangsa, baiasa, dan da€rah tenentu
(Ramlan Surbaldi, 1992: 122)

B€rdasarkan tujuamla partai politik dibagi menjadi tiga, )"itu:
I . Partai peNakilan kelompok, ]€itu partai yang meryhimpun

berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak

mungkin kursi dalam parlemen.

2. Partai pembinaan ba-ngs4 yaitu partai yang bertujuan
menciptakan kesatuan nasional dall biasalya menindas
kepeft in gan-kepenmgan sempit.

3. Partai mobilisasi, yaitu panai yang berupaya memobilisasi
masyarakat ke arah pencapaiaD tujuan-tujuan yang dit€fapkaD oleh
pemimpin partai sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok
cenderung bersifat monopolistis karern hanya ada satu partai
dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 192: 123).
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Sistem Kcpartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antan
sejuolah panai politik dalam suatu sisten politik (Ramlan Surbakti,
1992: 124). Berdasarkan jurnlah parrai yang ada dalam suatu negam

dapat dibedakan tiga jenis sistem kepartaiaa: yaitu sistem partai

tunggal, sistem dua partal, dan sist€n banyak partai.

I Sistem partai tunggal (mono partai)
Sistem partai tunggal ada tiga jenis yakni partai tunggal tota.ljter,

partai tuggal otoiter dan panai tutrggal dominan yang demolaatis
Partai tuDggal totaliter biasarya memegang kendali atas pemerinahan

dan militer, serta menguasal seluruh aspek kehidupan masyamkat.

Panai tunggal totalit€r biasanya merupakan partai doktriner yang

dianut negara-negara komuos dan fusis.
Partai tunggd otoriter adalah sistem kepafiaian yang di

dalannya terdapat lebih dari satu partai tetapi terdapat satu partai

besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat mobilisasi
masyarakat dan mengesahkan kekuasaarmya, sedzngka! partai-partai
lah kurang dapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi
penguasa Bentuk partai tunggal otoriter biasan'€ diterapkan rcgara-
negara berkembang )"ng menghadapi masalah integrasi nasional dan

keterbelakadgan ekonomi.
Sistem partai tunggal dominan ydng demokratis, yaihr suatu

sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih satu partai, narnu
satu partai saja yang dominan lerus menerus b€ftasil mendapatkan

dukungan untuk berkuasa. Partai-partai lain tidzl< mampu menyarng
panai yang dominan, walaupun terdapat kesempatan yang sama mtuk
mendapatkan dukugan melalui peftilihan urnum.

2. Sistem dua partai
Sistern dua partai merupakan sistem kepafiaian }?ng di

dalanmya terdapat dua partai yang bersaing untuk meDdapa*an dan

memp€rtahankan kewenangan mernerintah melalui pemilihan umum.
Terdapat pembagian tugas di antara kedla partai yaitu partai yatrg
memenaDgkan pemilihan umum rnenjadi parai ]"ng memerhtah,
sedangkan partai yang kalah dalam pemilihan umum berperan sdagai
oDoslsr.
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3 Sistem banyak partai
Sistem banyak partai merupakan produk d4ri strukhf

masyarakat yang majemuk, baik secara lorltural maupun secara sosial

ekonomi. Karena banlak partai yallg bersai-ng untuk mendapatkan dan

mempertahanlan kekuasaan melalui pernilihan umwn maka yang

sering tajadi adalah pemerintahal koalisi dengan dua atau lebih partai
yang secam beNama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemeD.

Untuk mencapai koLsensus di antara partai-partai yang berkoalisi itu
drperlukan dagang sapi, yaitu tawar-menawar dalam hal program dan

kedudukan menteri (Rarnlan Surballi, 1992 125-121\.

Dasar Pemikiran Dibuatrya UU Partai Politik Era R€formasi

Ada beberapa dasar pemihran dibuahya tru partai politik pada

era reformasi, di antaranya adalah:

l- Kemerdekaan berserikat, berL-umpul, dan mengeluarkan pikiran
sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar
lq45 adalah bagian dari hak asasi manusia.

2 Usaha untuk menurnbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan

berserikat, berkumput, dan mengeluarkan pikiran, merupakan

bagian dari upaya mtuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang

kuat dalan nega.a kesatuan Republik Indonesia 
'"ng 

merdeka,

bersatu. berdala, demokatis, dan berdasarkan atas huL1.lm-

3 Panai polihk merupakan sarana yang sangat penting arti, fimlFi.
dan peramya sebagai perwujudan kemerdekaan berse.ikal,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan

kehidupan demokrasi yang mequnjung tinggi kedaulatal rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik bdonesia.

4. Undang-udaog Nomor 3 Tahun 1975 t€ntang Panai Politik dan

Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1975 teDtang Partai Politik dan golongan Karya
sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang
sehingga kehidupao demokasi di hdonesia tidak dapat

berlangsung dengan baik.
5 Unhrk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi hrmbuhrya

kehidupan partai politik yang dapal l€bih menjamitr peran serta

rakyat hdonesia, maka dikeluarkanlah UDdang-Undang Nomor 2

Tahun 1999 tentang Panai Polrtrk sebagai pengganti Undang-
Undang yang ada seb€lumnya (LIU Nomor 2 ahun I 999).



Syarat Pembeatukan Partai Politik (UU No.2 Tahua 199)

Ada beberapa hal yang p€rlu diperhatikar dalam rargka
pembenfirkan partai politik di antaranya adalah:
I Sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Irdotresia

yang telah berusia 2 I tahun dapat membentuk partai politik.
2. Partai politik ],ang dibenhrk banrs memenuhi s]"rat: a)

Mencanfumlen Pancasila sebagai dasar negara dari rcgara
kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar pafiai, b) Asas
atau ciri, aspiEsi, dan program partai politik tidak bertentangan
dengan Pancasila, c) Keanggotaan partai politik bersifit terbuka
untuk setiap warga negara Reputik hdonesia )'atrg tglah
mempunyai hak pilih, d) Panai politik tidak boleh mengguoakar
nama atau lambang 

'ang 
sama dengan larnbang negam asing,

betrdera negard Republik lndonesia, bendera rcgara asing gambar
pero.aDgan serta rrama dall Ianbang partai lah yang telah ada.

3. Pembentukan partai politik tidak boleh membalralakan persaruan
dan kesatuan nasioaal.

4 Partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaiarftan pada
departemen kehakiman.

Tujuan, Fud$i, IIak datr Kewajibao Partri Politik ([ru No2
Tahud 1999)

Tujuan umum partai politik adalah rhewujudkal cita-cita
nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimakud dalam Pembukaan
UUD 1945. Metrgembangkatr kehidupan demokasi berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam nggara
kesatuatr Republik Lndorcsia. Tujuan khusus partai politik adalah
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bennasyarakat, bobangs4 dan bemegara. Setiap partai politik wajib
mencantumkan tujuan umum dan tujuan krhususnya dalam anggaran
oasamya

Partai politik berfungsi: (a) Melaksanalan pendidikan politik
denga-o menr.mbuhkan dan mengernbangkan kesadaran atas hak dan
kewajiban politik Ekyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
(b) Menyerap, menyalurkan, datr memperjuangkan kepenthgan
masyarakat dalam p€mbuatan kebijakatr negara melalui mekanisme
badan-badan permusyawaratan/perwakilan ralgat, dan (c)
Mempersiapkan anggota mas)'arakat untuk mengisi jabatan-jabatan
politik sesuai dengar rnekanisme demokrasi.
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Partai politik mempunlzi hak untuk ikut serta dalam
pemilihan umum s€suai d€,[gan undang-utrdatg teutang pemilihan
uDum, serta mempef,oleh perlakuatr yaug sama, s€derajat dan adil dari
negala. Partai politik berkewajiban: (a) Memegang teguh serra

seca& langsung. umum. bebas, dan ra.hasia

Syarat Keiiots€rtau Psrtai dalam Pemilu (tru No 4 Tahun lg99)

agar partai politik ya.og menjadi peserta pernilihal umuln bena.-benar

gambar yajlg dinaksud adalah nana dan tanda gambar yang sarna
dengan nama dan lambang partai politik yang b€rsatgkutan.

n€miliki s€kuraog-krangna 3% jumlah klrsi DPRD I aau DPRD
yang tersebar sekuraag-kunngnyz di setengah jumlal propinsi dan
setengah junlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil
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pemilihan umum Partai politik peserta pemilihan umum ]"ng tidak
memenuhi ketennran sebagaimana dimaksud di atas, tidak boleh ikut
dalam pemilihan umum berikutn]", kecuali bergabung dengan partai
politik lain.

Partai politik p€seta pernilihan unum tidak boleh menggrmakan
nama dall tanda gambar yang sama atau mirip dengan lambang negara
Repubhk hdonesia, lanbang tregara asing, bendera negara kesatual
Republik Indonesia, bendera kebangsaan asing, gamba. perceomngan,
dan tanda gambar parai politik yang telah ada (Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penilihan Umum)

Konfguni Hasil Pemilu 1999

Sebanyak apapun kitik yaag diarahkan pada kurang denokratis
dan berkualitasnya pemilu 1999, namun tidak dapat dipugkiri bahwa
pemilu 1999 adalah salah satu tonggak sejarah politik Indonesia.
Terselenggaranya pemilu 1999 adalah sebuah bukti yang paling ryata
penolakan balgsa ini terhadap berlakunya sistem lama di bawah
kendali Soeharto- Dengan pemilu 1999 berad semua hasil proses
politik pada tahun 1997, yang seharusnya baru akan berakhir tahun
2002, sama sekali tidak diakui keabsaharnya Baik secaia legal formal
maupun substansi demokrasi

Dengan adanya percepatan pemilu ini berarti bukan hanya ada
pergartian total keanggotaan di MPR/DPR, melainkan juga harus
segera digantinya pejabat presiden yang pada masa itu dipegang oleh
BJ Habibie Sebelum penyelenggaraan pemilu yang dipercepat itu,
pemenntah mengajukan RUU tentang Parti Politik, RUU. tentang
Pemilu dan RUU te ang Susuaan da:r Kedudulian MP& DPR dan
DPRD. Ketiga draf UU itu disiapkan oleh sebuah tin Depdagn, yatrg
disebut tim 7, yarg diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryas Rasyid.

Setelah Uu No.2 tahun 199 disalrkan maka mulailah kancah
baru dalam dunia plitik di hdonesia. Terdaftar sebanyak l4l partai
politik di DEartemen Kehakiman dan HAN4 dan akhimva
dilegalisasi sebanya.k 48 partai Persiapan pemilu ioi relatif sangat
singkat, yaitu selama 13 bulan. Singkatnya persiapatr ini bukan dilihat
dan rentarg waktu lrang ad4 melainkan dilihat dari berbagai gejolak
sosial politik lang teiadi yang juga menghabiskan konsentrasi seluruh
elemen bangsa

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan
pemungutan suara pada pfflilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal,
yakni tanggal 7 lwti 1999 Tidak seperti yang dip.ediksikan dan
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dikhawatirkan banyak pihak s€beluf,nya, temyata penlu
1999 bisa berlang$mg damai, tanpa ada kekacauan yang berarti

Hanya di bebe.apa daemh tingkat ll di Sumatera Utara yang

pelaisanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan lm

pun karena adanya keterlambatan atas datanglya perlengkapan

tanggal 26 JUL 1999.
. Setelah &sahkan oleh presiden, PPI (Panitian Pemilihan

Daflai Islam \anP melakukan slembus accord hanya mendapatkan 40

i.,rrsi. setinrara Kelompok stembus accord 8 panai lslam
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dari 8 partai walk out Ini berani bahwa pembagian kursi dilakukan
tanpa mernperhitungkan lagi stembus accord. Berbekal keputusan
KPU tersebut, PPI akhimya dapat m€lalokan pembagian kursi hasit
pemilu pada tanggal I Septembei 199 Hasil penbagian kusi
tersebut menulJukan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR
atau 90,26 persen dari 462 kusi yang diperebutkan.

Sebagai pemena[grya addah PDI-P yang meraih 35.689.073
suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar
memperolelr 23.141-758 sratra at 22,44 persen sehingga
mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 lrrrsi dibandiagkan
pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 pers€n,
mendapatkan 5l hrsi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71
percen, mendapatkan 58 kursi atau kehilalgan 3l kursi dibanding
pemilu 1997 PAN meraih 7 528.956 suara atau 7,12 perseq
metrdapatkan 34 kursi. Di luar lma besar, partai lama ya.ug masih
ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih dua kursi dari
pernbagian Llrsi sisa, atau kehilangar 9 kursi dibanding pernilu 1997.
SelanjutnF selain lima besar tersbut, PBB mendapat 13 kursi, partai
Keadilan 7 kursi, PKP 4 kursi, PNU 5 kursi, PDKB 5 kursi, se(a
masing-mashg mendapat satu kursi adalah PBI, PP, PD& PSII, PNI
Front MarhaeDrs, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Maslumi, dan
PKD-

Adaput ada sekitar 27 partai politik yalrg sama sekali tidak
mendapatkan kursi di DPR , yaitu: PNI Supeni, Krisra, partai KAMI,
PUI, PAY, Panai Republik, Panai MKGR PIB, parraisuNl, pCD.
PSII 1905, Masyrmi Baru, PNBI, PIJDI, PBN, pKIv{, pND, PADI.
PRD, PPl, PID, Murba, SPSL PLIMI, PSP, PARI dan ptLAR
(Fadillah Putra, 2003: 91).

Penutup

Ketika pemerintah Habibie tahun 1999. merencanakan oemilu
tanpa membatasi jumlah panai politik puluian organisasi,
perkumpulan, dan kelompok mas]"rakat ramai-ramai
berm€tamorfosis menjadi partai dengan mendaftarkan diri di
Departemen Kehakiman. Tak kurang l4l partai tercatat di sana.
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memutuskan 48 partar politik ya[g meoenuhi syarat sebagai
peserta pemilu 1999.

Angin segar reformasi telah melapangkal ruang gerak politik
yang berdampak pada kebebasan idkyat mernbentuk part4i-partai
politik baru. Pemilu pertama setelah reformasi (1999) diikuti 48 partai
politik yang memenuhi syarat- Empat di artaran]" adalah pemain
lama: PPP, Golkar, PDl-Perjuangan, dan PDI yang pecah setelah
Konggres PDI dr Medan pada Juni 196. Meski masih diwamai
kecumngan di rnana-mana, Pemilu 1999 dianggap sana
dernokatisnya dengan Pemilu 1955 sebagai pernilu pertama di
Indonesia.
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